BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil Penelitian penulis mengambil kesimpulan sebagai
berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang
dalam Pemberian Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil:

a. Pelaksanaan tugas dan kewenang dalam pengelolaan pulau-
pulau kecil terbagi dua yaitu kewenangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barar dan Kewenangan Pemerintah
Daerah Kota Padang

b. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam
melaksanakan tugas dan kewenangan terhadap Pengelolaan
Perairan laut dari 0-12 mil di laut, kemudian dibuat dalam
bentuk perda tata ruang laut yaitu Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau kecil RZWP-3K, tugas Pemerintah
provinsi sumatera barat menetapkan peraturan gubernur dan
peraturan pemerintah

c. Pemerintah Daerah Kota Padang memiliki tugas dan
kewenangan mulai dari 0-12 mil daratan laut, dalam
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
pemerintah bertugas mengeluarkan izin baik izin usaha
wisata, izin lokasi,izin operasional dan izin lainya yang

berwenang adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
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Perizinan satu pintu Kota padang yang telah di
rekomndasikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera barat , serta berwenang mencabut izin pengelolaan
apabila pihak pengusaha melanggar peraturan perundang-
undangan dalam pengelolaan wisata pulau-pulau kecil.

d. Pemerintah Daerah Kota Padang bertugas dalam pengawasan
apabila setiap pelaku usaha melanggar peraturan perundang-
undangan dalam pengelolaan wisata pulau-pulau kecil yang
telah di rekomendasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu pintu yang
telah mengeluarkan izin terhadap pelaku usaha

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam
menanggulangi Pengelolaan Wisata Pulau-Pulau Kecil tanpa izin:

a. Pemerintah Kota Padang melakukan upaya hukum terhadap
pihak pengelolan, tindakan yang dilakukan pemerintah mulai
dari pendekatan khusus dalam bentuk sosialisasi kepada
pelaku usaha.

b. Kemudian dengan menetapkan peraturan tersebut pemerintah
mulaui melakukan pemeriksaan data kepada pelaku usaha
baik investor asing maupun investor negri, setelah itu
pemerintah melakukan perencanaan terhadapa pengelolaan
wisata pulau-pulau kecil

c. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan yang berlaku

dalam pengelolaan wisata pulau-pulau kecil pemerintah
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langsung melakukan pemeriksaan terkait dalam proses
perizinan yang tidak sesuai aturan hukum yang telah di
tetapkan pemerintah yang di tangani langsung oleh pihak
kepolisian
d. Kemudian pemerintah Membentuk unit pelaksanaan teknis
terhadap pengelolaan wisata pulau-pulau kecil sesuai dengan
kebutuhan pelaku usaha.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penulis yaitu:
1. Agar Pemerintah tegas dalam penegak peraturan perundangan
undangan khususnya dalam Izin Pengelolaan Wisata Pulau-Pulau
Kecil
2. Agar pengurusan lzin pengelolaan Wisata Pulau-Pulau Kecil sesuai
dengan mekanisme yang ditelah di tetepkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan terciptanya kedamaian dan juga keamanan
dalam dunia usaha
3. Agar sistem koordinasi atau kerjasama antara dinas dengn pemerintah
yang terkait dalam pelaksanaan izin pengelolaan wisata pulau-pulau
kecil lebih ditingkatkan untuk memperjelas tugas dan kewenangan
masing-masing instansi yang terkait
4. Agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha yang
melakukan usaha di ruang lingkup pemerintah yang tidak sesuai aturan

yang berlaku
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